BAB III

KARTEL DAN PERMASALAHANNYA

A. Tinjauan Umum Tentang Kartel
1. Pengertian Kartel

Sebelum mengetahui pengertian dari kartel, perlu diketahui terlebih
dahulu bahwa, dalam pasar oligopolisytik hanya ada beberapa perusahaan.
Untuk mengurangi persaingan dan menaikkan laba, Mereka bisa mencoba
untuk berkolusi atau membuat kesepakatan harga dan tingkat output. Kolusi
adalah kesepakatan perusahaan-perusahaan untuk membagi pasar atau
menetapkan harga pasar agar dapat memaksimalkan laba ekonomi.

Kartel merupakan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara
bersama menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara
bersama-sama untuk memaksimumkan keuntungan industri  tersebut.’
Sedangkan dalam UU Anti Monopoli No.5 tahun 1999, dijelaskan perjanjian
yang bersifat kartel sebagai berikut :*

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha
saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.

! Lincolin Arsyad, EkonomiMikro, Edisi 1, h. 237
? Undang-Undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999, Pasal 11
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Dalam Undang-undang obyek perjanjian yang dilarang untuk dibuat
antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain adalah sebagai berikut:’

1. Secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau
pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 4 ayat 1);

Parameter oleh Undang-undang untuk menentukan apakah pelaku
usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila atau 2
atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 %
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Menetapkan harga tertentu atas suatu barang dan atau jasa yang harus
dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang
sama (pasal 5 ayat 1), dengan pengecualian :

a. Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau
b. Perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang berlaku (pasal 5
ayat (2).

3. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar
dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli
lain untuk barang dan atau jasa yang sama (pasal 6);

4. Menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat (pasal 7);

5. Perjanjian yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau
jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang
telah diterimanya tersebut, dengan harga yang lebih rendah dari pada
harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat (pasal 8);

6. Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi
pasar terhadap suatu barang dan atau jasa tertentu, sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya, yakni praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat (pasal 9);

3 Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, h. 24-27



42

Perjanjian ini dapat bersifat vertikal dan horizontal. Perjanjian ini

dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan

cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat

berarti wilayah Republik Indonesia atau bagian wilayah Negara Republik

Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya.

Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah

untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa,

menetapkan siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa atau

barang dan jasa.

7.

10.

11.

Perjanjian yang dapat mengahalangi pelaku usaha lain untuk melakukan
usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar
negeri (pasal 10);
perjanjian untuk menolak mejual setiap barang dan atau jasa dari pelaku
usaha lain, yang mengakibatkan :
a. Kerugian atau dapat diduga menerbitkan kerugian bagi pelaku usaha
lain; atau
b. Pembatasan bagi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap
barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat 2);
Perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat (pasal 11);
Perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan
perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan
mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau
perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat (pasal 12);
Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai
pembelian atau penerimaan pasokan barang dan atau jasa tertentu, agar
dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa tertentu tersebut
dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 13 ayat 1);
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Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama
mengusai pembelian dan atau penerimaan pasokan apa bila 2 atau 3 pelaku
usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar
satu jenis barang atau jasa tertentu.

12. Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang
termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana
setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses
lanjutan, baik dalam satu rangkaiana langsung maupun tidak langsung,
yang dapat mengakibatkan terjadinaya persaingan usaha tidak sehat dan
atau merugikan masyarakat (pasal 14);

Maksud dari menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk
dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut dengan integrasi vertikal
adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai
dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa
tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat
menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah, tetapi dapat
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi
perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
13. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang

dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang
dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada suatu tempat
tertentu (pasal 15 ayat 1);

Pengertian memasok di sini termasuk menyediakan pasokan, baik

barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan

sewa guna usaha (leasing).
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14. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang
dan atau jasa tertentu harus bersedia untuk membeli barang dan atau jasa
lain dari pelaku usaha pemasok (pasal 15 ayat (2);

15. Perjanjian mengenai pemberian harga atau potongan harga tertentu atas
barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang
menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha
pemasok; atau

b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari
pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok
(pasal 15 ayat 3).

16. Perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat (pasal 16).

Salah satu yang diatur oleh Undang-undang Anti Monopoli
diantaranya adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap
dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian®, tidak berbeda dengan
pengertian perjanjan pada umumnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam
KUH Perdata pasal 1313":

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan
demikian sangat sulit untuk dibuktikan.perjanjian lisanpun secara hukum
sudah dapat dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna
hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat 7 dari Undang-undang Anti
Monopoli yang menyebutkan bahwa’:

Maksud dari perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih

pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha

lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

* Soesilo, Pramudji, Kitab Undang-undang Hukum Perdata h. 296
> Undang-Undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 7
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Perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Anti

Monopoli adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut :

1.

2.

8.

9.

Oligopoli
Penetapan harga
Pembagian wilayah
Pemboikotan
Kartel

Trust

Oligopsoni
Integrasi vertikal

Perjanjian tertutup

10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Meskipun di atas dikatakan, bahwa perjanjian mengikat pada pihak

yang membuatnya laksana Undang-undang, namun tidak semua perjanjian

yang telah dibuat sah demi hukum. Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata mensyaratkan, dipenuhinya empat syarat untuk

syahnya perjanjian:

l.

2.

Adanya kesepakatan bebas dari pihak yang berjanji

Adanya kecakapan untuk bertindak dari para pihak yang berjanji

Adanya suatu obyek yang diperjanjikan

Bahwa perjanjian tersebut adalah sesuatu yang diperkenankan, baik oleh

ketentuaan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
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kebiasaan dan kepatuhan hukum, serta kesusilaan dalam ketertiban umum
yang berlaku pada suatu saat tertentu pada waktu mana perjanjian tersebut
dibuat dan atau dilaksanakan.

Dua persyaratan (pertama dan kedua) sebagaimana tersebut diatas,
dalam ilmu hukum disebut dengan syarat subyektif, karena kedua hal tersebut
berhubungan langsung dengan subyek hukum yang melakukan perbuatan
hukum perjanjian tersebut. Terhadap pelanggaran atas syarat subyektif ini,
Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan untuk
meminta pembatalan dan perjajian yang telah dibuatnya. Di dalam hal
pembatalan tidak diminta, maka perjanjian demi hukum tetap mengikat para
pihak pembuatnya.

Selanjutnya dua persyaratan terakhir ketiga dan keempat lebih terkait
dengan obyek dari perjanjian tersebut, yang dalam ilmu hukum lebih dikenal
dengan syarat obyektif .Syarat obyektif ini, menurut ketentuan pasal 1335
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika dilanggar, akan demi hukum
membatalkan perjanjian yang dibuat, dengan pengertian bahwa perjanjian
tersebut tidak pernah ada sejak semula®.

Dengan demikian sangat jelas bahwa larangan yang diberikan
Undang-undang merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap

perjanjian yang dilakukan oleh subyek hukum pelaku usaha yang memuat

® Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, h. 23
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ketentuan-ketentuan, yang dilarang adalah batal demi hukum, dan tidak
memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.

Adapun persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang, dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha’.

Dapat kita ketahui, bahwa pada dasarnya ada empat hal penting, yang
dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak
sehat yaitu® :

1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi

2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha
ekonomi;

3. Pemusatan kekuatan ekonomi terse but menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat; dan

4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi
adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau
lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa’.

Satu hal yang menarik dari Undang-undang ini adalah selama suatu

pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha

7 Undang-Undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 6
8 Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, h. 17-18
? Ibid, h. 18
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tidak sehat, maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi suatu praktek monopoli,
yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang ini, meskipun
monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi dalam bentuk penguasaan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu.

Jadi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang
menjurus kearah terjadinya monopoli, undang-undang melarang dilakukan
tindakan-tindakan tertentu oleh para pelaku usaha. Secara garis besar
tindakan-tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua macam kategori.
Pertama, adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dengan
sesama pelaku usaha ekonomi. Kedua, dalam bentuk tindakan atau perbuatan
hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan atau kelompok pelaku usaha

tersebut tanpa melibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya.

. Model-Model Kartel

Sebelum mengetahui dari model-model dari kartel, perlu kita ketahui
terlebih dahulu lahir dan dibentuknya kartel dalam industri-industri yang
menmiliki :'°
1. Sedikit perusahaan.

2. Faktor penghalang.
3. Permintaan akan produk inelastik.
4. Produk-produk homogen.

5. Keuntungan rendah atau kecil.

' Lincolin Arsyad, Ekonomi Mikro, Edisi I, h. 238
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6. Konsentrasi perusahaan-perusahaan secara geografis.

7. Tidak ada larangan-larangan hukum.

Jadi kartel akan lahir dan dibentuk apabila dari perusahaan-perusahan
yang sejenis ini mau bekerja sama dan mematuhi peraturan-pearturan yang
telah dibuat bersama. Perusahaan akan memperoleh manfaat yang lebih besar
jika perusahaan tersebut terbentuk dan efektif, akan tetapi perusahaan itu akan
rugi jika perusahaan salah satu dari anggota melanggar apa yang telah
disepakati bersama.

Perilaku sebuah kartel yang terorganisir dengan ketat dapat
menentukan harga dan output sebagaimana halnya sebuah monopoli. Kartel
sendiri dapat bertindak sebagai penjual tunggal yang dapat mempertahankan
harga yang tinggi."'

Adapun model-model yang umum kita kenal antara lain :

1. Oligopoly adalah struktur pasar diamana secara relatif terdapat beberapa
perusahaaan yang cukup mempunyai kekuatan pasar sehingga mereka
tidak dapat dianggap sebagai penerima harga, akan tetapi mempunyai
cukup saingan sehingga mereka tidak dapat mengangap kurva permintaan
pasar sebagai kurva permintaan atas produk mereka saja. Biasanya masuk

atau keluar dari perusahaan tersebut tidaklah begitu mudah.

" Ibid, h. 239
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2. Duopoly adalah keadaan khusus di mana dalam pasar oligopoly hanya ada
dua perusahaan.dan ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi
antar perusahaan dalam pasar oligopoly.

a. Model Cournot menganggap, bahwa setiap perusahaan bertindak
seakan-akan output perusahaan saingannya adalah tetap. Perusahaan
tersebut kemudian berusaha untuk memaksimumkan keuntungan pada
sisa pasar.

b. Model Edgeworth ini didasarkan pada 2 asumsi yaitu:

1). Perusahanaan menganggap harga perusahaan saingannya tetap.
2). Masing masing perusahaan menghadapi kendala output
maksimumnya.

Sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut, perusahaan saingan
akan menjual produknya dengan harga yang lebih murah dalam
usahanya untuk meguasai bagian pasar yang lebih besar.

3. Kurva Permintaan Patah merupakan permintaan yang menunjukkan
ketegaran harga jika suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain
dalam industri tersebut juga ikut menurunkan harga. Tetapi jika
perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengubah
harganya. Jika sebuah perusahaan menaikkan harganya dan tidak ada
orang yang mengikutinya, perusahaan tersebut kehilangan porsi pasarnya

dan penjualannya akan menurun dengan tajam.
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4. Penentuan Harga perusahaan yang dominan tersebut, menentukan harga
tertentu untuk memaksimumkan keuntungannya. Perusahaan-perusahaan
yang kecil diperbolehkan untuk menjual kuantitas, yang mereka inginkan
pada tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang dominan.

Harga monopoli : menurut pendapat umum harga monopoli lebih
tinggi dari harga kompetisi, dan hasil yang dibuat oleh seorang yang
melakukan monopoli lebih rendah dari pada yang dibuat di bawah kondisi
yang bersaing, yaitu persaingan tidak sempurna. Kurva yang diperlukan
dalam menghadapi tiap-tiap penjual sangat elastis dan dia terus
memproduksi dan menjual hasil tambahan sampai pendapatan marjinal
sama dengan harga. Tetapi seorang yang melakukan monopoli harus
menghadapi kurva keperluan yang dapat dibandingkan dengan yang tidak
elastis, karena dia terproduksi dan menjual hasil produksi tambhaan, maka
harga dipasaran turun. Pendapatan marjinalpun akan kurang dari harga
dan seoranag yang melakukan monopoli dan memproduksi sampai biaya
marjinalnya sama dengan pendapatan marjinal. Oleh karena itu pada
umumnya, produksi monopoli lebih rendah dari pada produksi kompetitif,
dana harga monopoli lebih tinggi dari pada harga kompetitif.

Sedangkan keputusan harga dan output suatu perusahaan kartel

tergantung pada kesepakatan yang telah disepakati bersama.
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3. Dampak Sitem Kartel dalam Perdagangan

Seperti halnya pasar monopoli, pasar kartel juga menimbulkan efek-
efek yang negatif dalam bentuk'*:

a. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar (excess profit) yang
dinikmati oleh para produsen kartel dalam jangka panjang.

b. Kemungkinan adanya ketidak efisienan produksi.

c. Kemungkinan adanya “Eksploitasi” terhadap konsumen maupun buruh.

d. Ketegaran harga (terutama ke bawah) sering dikatakan menunjang adanya
inflasi yang kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro.

Ada kebijaksanaan umum yang dilakukan pemerintah yang mungkin
bisa diambil untuk mengurangi efek-efek negatif tersebut. Kebijakan tersebut
menurut Prathama Rahardja, Mandala Manurung dala teori ekonomi mikro
antara lain';

a. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, yang mampu mengakumulasi laba
super normal dalam jangka panjang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan,
agar mampu membiayai riset dan pengembangan dalam rangka
mendapatkan teknologi baru, atau menyempurnakan teknologi yang sudah
ada, guna meningkatkan efisiensi.

b. Efisiensi pengadaan barang publik, karena tidak semua barang dapat

disediakan secara efisien lewat pasar, dan barang tersebut umumnya

> Boediono, Ekonomi Mikro, h.142
' Prathama Rahardja & Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro, h. 259-260
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dikenal sebagai barang publik, namun harus diakui juga bahwa barang
publik dapat menimbulkan eksternalitas menguntungkan, yang memacu
kegiatan ekonomi terutama investasi.

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diskriminasi harga maupun
kebijaksanaan pengaturan harga dua tingkat, juga dapat meningkatkan
kesejahteraan ~ masyarakat. ~ Kebijaksanaan  diskriminasi ~ harga
memungkinkan masyarakat kelas bawah, yang menganggap rekreasi
merupakan barang mewah, menikmati rekreasi pada saat-saat tertentu
dengan harga lebih murah. Kebijaksanaan harga dua tingkat memungkin
dilakukannya peningkatan output melalui subsidi silang. Dengan
menggunakan kedua kebijaksanaan tersebut diatas, peningkatan
kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan tanpa merugikan perusahaan.

Perusahaan masih dapat menikmati laba super normal.

B. Permasalahan Dalam Kartel
1. Rintangan masuk perusahaan kartel
Rintangan untuk masuk yang dihadapi oleh perusahan baru yang ingin
memasuki industri kartel sama seperti halnya oligopoli, misalkan ada
perusahaaan yang ada dalam suatu industri berhasil dan menaikkan harga
sampai di atas biaya total rata-rata jangka panjang, sehingga diperoleh laba

ekonomi. Tetapi perusahaan ini tidak tertarik ikut bergabung pada perusahaan
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kartel, maka perusahaan baru tersebut harus menghadapi rintangan-rintangan.
Diantaranya ada ada dua jenis rintangan '*:
a. Rintangan alamiah

Ada dua jenis dalam rintangan alamiah' :

1) Jenis rintangan alamiah yang pertama terjadi kalau output dimana
skala efisien minimum adalah besar dibandingkan permintaan total.
Dalam hal seperti ini sejumlah kecil perusahaan yang ada memperoleh
laba tanpa menarik lebih banyak perusahaan untuk memasuki pasar
tersebut.

2) Jenis rintangan alamiah yang kedua terjadi kalau terdapat suatu
keuntungan biaya absolut. Ini berarti bahwa perusahaan yang sudah
ada dalam industri tersebut mempunyai kurva biaya rata-rata yang
cukup rendah dalam batas-batas yang sangat besar dibandingkan
dengan pendapatan baru yang potensial.

Rintangan seperti ini memungkinkan perusahaan yang sudah ada
dalam industri yang bersangkutan untuk menetapkan suatu harga yang
walaupun perusahaan yang sudah ada dapat memperoleh laba tapi bagi
pendatang baru terpaksa menghadapi kerugian selama beberapa saat

sesudah kedatangannya.

 Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, llmu Ekonomi, h. 135-136
15 .
Ibid.
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b. Rintangan yang diciptakan oleh perusahaan dalam industri tersebut. Hal
ini memperbanyak jumlah produk sejenis dan iklan citra iklan merek dapat
dipergunakan untuk menciptakan rintangan, yang cukup untuk
menghalangi pendatang baru kalau tidak ada rintangan alamiah.

Penambahan jumlah produk sejenis (proliferasi merek). Banyak
produk memiliki beberapa ciri, masing-masing dapat dipasangkan dalam
berbagai kombinasi. Dengan demikian terdapat tempat untuk sejumlah besar
produk yang hampir sama, masing-masing dengan kombinasi ciri yang sedikit

berlainan, seperti halnya SMS yang dilakukan oleh beberapa operaror.

. Contoh: Kasus Kartel Yang Dilakukan Oleh Operator

BISNIS TARIF SMS (LAYANAN PESAN SINGKAT)

Antara beberapa operator (Telkomsel, XL, Mobile-8, Telkom, Bakrie)
Sebagaimana data yang dikutip dari harian Jawa Pos pada tanggal 19 juni
2008 yang memuat pemberitaan dan ulasan mengenai tarif SMS yang
membeberkan adanya kartel yang dilakukan semenjak tahun 2004-2007 oleh
beberapa operator.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuktikan dan
meyakinkan bahwasannya ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh
beberapa operator tentang adanya perjanjian yang mengakibatkan terjadinya
kartel SMS dan ini masuk dalam kategori UU No. 5 tahun 1999 tentang

Antimonopoli.
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Tarif terhadap kartel SMS yang dilakukan oleh operator mulai dari

tahun 2004-2007 sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan KPPU
Harga kartel SMS Rp. 250
Harga kompetitif SMS Rp. 114
Kerugian pelanggan per SMS Rp. 136

Kerugian konsumen akibat kartel 2004-2007 sebagai berikut :

Operator Pelanggan Rugi
Telkomsel Rp. 2,193 T
XL Rp. 346 M
Mobile-8 Rp. 52,3 M
Telkom Rp. 173,23 M
Bakrie Telecom Rp. 62,9 M
Smart Rp. 0,1 M

Total Rp. 2,827

Beberapa operator menentukan harga SMS sebesar Rp. 250
Harga kompetitif SMS Rp. 114
Kerugian konsumen
Harga kompetitif adalah Rp.114 per SMS, akan tetapi operator telah
menentukan tarif sebesar Rp.250, sehingga konsumen atau pelanggan
dirugikan sebesar Rp.136 per SMS dan ini telah terjadi selama 3 tahun. Jadi
keseluruhan pelanggan atau konsumen dalam 2004-2007 dirugikan sebesar
Rp.2,827 oleh beberapa operator dan sebaliknya ada berapa operator telah

meraup keuntungan dari kerugian konsumen atau pelanggan.



